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2.1 [bookmark: _Toc137158012]Penelitian Sebelumnya
Penelitian sebelumnya atau disebut dengan penelitian terdahulu berisi penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain yang substansinya sama atau mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Heru Marwanto dengan judul “ Gaya Kepemimpinan Kepala Puskesmas”. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif  dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa perilaku Kepala Puskesmas dalam aktivitas kepemimpinan dengan bawahannya semakin baik, sehingga kinerja bawahannya sangat baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu teori yang digunakan dan lokasi penelitian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Susilo dengan judul “ Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik”. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Direktur PLN Dinoyo yaitu gaya kepemimpinan Demokrasi. Motivasi kerja yang diberikan Direktur PLN Dinoyo dalam meningkatkan pelayanan publik yaitu adanya jenjang karir yang akan diperoleh pegawai apabila mempunyai kinerja yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik dan faktor penghambat dalam penerapan gaya kepemimpinan di PLN Dinoyo yaitu: kurang adanya pemberian informasi terlebih dahulu dari pegawai tentang masalah yang barkaitan dengan peralatan kerja. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu metode yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan fokus penelitiannya yaitu gaya kepemimpinan dalam meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu teori yang digunakan dan lokasi penelitian.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Rizky Ananda dalam penelitiannya yang berjudul “Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Ketanggungan Kabupaten Brebes”. Penelitian termasuk jenis metode penelitian kualitatif yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Ketanggungan Kabupaten Brebes masih belum optimal. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dan fokus penelitiannya yaitu kualits pelayanan kesehatan di Puskesmas. Sedangkan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah teori kualitas pelayanan dari Zeithaml dkk (Hardiansyah, 2011: 46) dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pelayanan publik Lovelock (1992: 52). 
4. Penelitian yang dilakukan oleh Joko Maulana dengan judul penelitian “ Gaya Kepemimpinan Kepala Satuan Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon adalah gaya kepemimpinan kontingensi/demokrasi. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dan fokus penelitiannya yaitu gaya kepemimpinan. Sedangkan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian dan teori yang digunakan penelitian ini merupakan teori gaya kepemimpinan dari Stoner (1996: 165) dan teori yang digunakan penelitian terdahulu yaitu teori gaya kepemimpinan dari Fiedler dalam Bernhard, dkk (2017: 210).
5. Penelitian yang dilakukan oleh Angga Ferdinandito dan Tiyas Nur Haryani dengan judul “ Gaya Kepemimpinan Servant Leadership Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan servant leadership cenderung berkaitan secara tidak langsung peningkatan kualitas pelayanan. Terdapat beberapa faktor seperti komitmen organisasi dan kinerja pegawai yang harus dilalui seorang pemimpin dengan gaya servant leadership dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu metode yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan fokus penelitiannya yaitu gaya kepemimpinan. Sedangkan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menggunakan teori gaya kepemimpinan dari Stoner (1996: 165) dan teori gaya kepemimpinan yang digunakan penelitian terdahulu teori dari Greenleaf dalam Mustikadewi (2015).
Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu

	No.
	Judul Penelitian
	Persamaan dengan Penelitian yang dilakukan Peneliti
	Perbedaan dengan Penelitian yang dilakukan Peneliti

	1.
	Gaya Kepemimpinan Kepala Puskesmas ( Marwanto, H) Universitas Kadiri, 2014, Jurnal.
	· Metode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian peneliti yaitu metode kualitatif  dengan pendekatan deskriptif.
· Fokus penelitian terdahulu dan penelitian peneliti yaitu gaya kepemimpinan Kepala Puskesmas. 
	· Lokasi penelitian sebelumnya di Puskesmas Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.
· Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu teori gaya kepemimpinan menurut Robbins (2011: 410).
· Output dari penelitian sebelumnya yaitu perilaku Kepala Puskesmas dalam aktivitas kepemimpinan dengan bawahannya semakin baik, sehingga kinerja bawahannya sangat baik.

	2.
	Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Susilo, E), Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Malang. 2016. Jurnal.
	· Metode penelitian  yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian peneliti yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
· Fokus penelitian terdahulu dan penelitian peneliti yaitu gaya kepemimpinan dalam meningkatkan pelayanan publik. 
	· Penelitian sebelumnya berlokasi di PLN Kota Malang.
· Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu teori gaya kepemimpinan dari Runtu (2011: 12).
· Output dari penelitian sebelumnya yaitu gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Direktur PLN Dinoyo yaitu gaya kepemimpinan Demokrasi. Namun terdapat faktor penghambat dalam penerapan gaya kepemimpinan di PLN Dinoyo yaitu: kurang adanya pemberian informasi terlebih dahulu dari pegawai tentang masalah yang barkaitan dengan peralatan kerja 

	3.
	Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Ketanggungan Kabupaten Brebes ( Ananda, Muhamad Rizky), Universitas Swadaya Gunung Jati, 2020. Skripsi. 
	· Metode penelitian yang digun dalam penelitian terdahulu yaitu metode kualitatif dengan melakukan studi lapangan berupa wawancara dengan pegawai  puskesmas, observasi, dan studi kepustakaan.
· Fokus penelitian pada penelitian terdahulu yaitu kualitas pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas.
	· Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu teori kualitas pelayanan dari Zeithaml dkk (Hardiansyah, 2011: 46).
· Penelitian terdahulu berlokasi di Puskesmas Ketanggungan Kabupaten Brebes.
· Output dari penelitian terdahulu yaitu kualitas pelayanan yang ada di Puskesmas Ketanggungan sudah cukup optimal namun masih terdapat kendala seperti kurang tepatnya waktu datang pegawai dan kurangnya fasilitas seperti ruang tunggu.

	4.
	Gaya Kepemimpinan Kepala Satuan Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon ( Maulana, J), Universitas Swadaya Gunung Jati, 2022. Skripsi. 
	· Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian peneliti yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui  wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.
· Fokus penelitian terdahulu dan penelitian peneliti yaitu gaya kepemimpinan. 
	· Teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu teori gaya kepemimpinan dari Fiedler dalam Bernhard, dkk (2017: 210).
· Lokasi penelitian terdahulu di Kantor SATPOL PP Kabupaten Cirebon.
· Output dari penelitian terdahulu yaitu gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon adalah gaya kepemimpinan kontingensi/demokrasi.

	5.
	Gaya Kepemimpinan Servant Leadership Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Ferdinandito, A & Haryani, T.N), Universitas Sebelas Maret, 2021. Jurnal.
	· Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian peneliti yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif.
· Fokus penelitian terdahulu dan penelitian peneliti yaitu gaya kepemimpinan dalam meningkatkan pelayanan publik.

	· Teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah teori gaya kepemimpinan dari Greenleaf dalam Mustikadewi (2015). 
· Output dari penelitian terdahulu adalah gaya kepemimpinan servant leadership cenderung berkaitan secara tidak langsung peningkatan kualitas pelayanan. Terdapat beberapa faktor seperti komitmen organisasi dan kinerja pegawai yang harus dilalui seorang pemimpin dengan gaya servant leadership dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik



Dari beberapa penelitian di atas, terlihat bahwa penelitian sebelumnya banyak yang membahas dan meneliti mengenai Gaya Kepemimpinan dalam meningkatkan pelayanan publik disuatu organisasi atau instansi. Namun demikian penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, baik dari lokasi maupun teori yang digunakan sehingga penelitian ini bersifat orisinal.

2.2 [bookmark: _Toc137158013]Tinjauan Pustaka
[bookmark: _Toc137158014] Kepemimpinan
[bookmark: _Toc137158015]Pengertian Kepemimpinan
Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok (Stoner, 1996: 161).  Pemimpin menerapkan berbagai bentuk pengaruh, terutama persuasi dan taktik yang berkaitan dalam membangun komitmen untuk memastikan bahwa pengikut mempunyai motivasi dan kejelasan peran untuk mencapai tujuan spesifik. Pemimpin juga mengatur lingkungan kerja, seperti mengalokasikan sumber daya dan mengubah pola komunikasi, sehingga pekerja dapat mencapai sasaran organisasional lebih mudah.
Kepemimpinan adalah suatu proses memengaruhi orang lain untuk memahami dan menyutujui tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya, dan proses memfasilitasi individu dan usaha kolektif untuk menyelesaikan sasaran bersama (Yukl, 2010:26). Dalam definisi ini termasuk usaha tidak hanya memengaruhi dan memfasilitasi pekerjaan sekarang dari kelompok atau organisasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa dipersiapkan menghadapi masa depan. Pengaruh dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung. Proses memengaruhi hanya dapat menyangkut pemimpin tunggal atau banyak pemimpin. 
Kepemimpinan adalah sebagai proses di mana seorang individual memengaruhi sekelompok individual untuk mencapai tujuan bersama; definisi ini bersumber pada pengertian bahwa (1) kepemimpinan adalah suatu proses antara leader dan followers, (2) kepemimpinan melibatkan pengaruh sosial, (3) kepemimpinan terjadi pada berbagai tingkatan dalam organisasi, dan (4) kepemimpinan memfokus pada penyelesaian tujuan (Kreitner dan Kinicki, 2010: 467).
Memerhatikan pendapat para ahli tersebut di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat kesamaan pengertian tentang kepemimpinan atau leadership. Namun, unsur-unsur kepemimpinan mengandung persamaan maupun perbedaan. Tetapi adanya perbedaan unsur tidak pula berarti bahwa pendapat mereka bertentangan, justru merupakan keberagaman yang memperkaya makna. Perbedaan komponen merupakan penekanan dalam sudut pandang masing-masing. Adapun kesamaan diantara definisi tersebut yaitu : (a) kepemimpinan merupakan kemampuan memengaruhi orang lain dengan menggunakan kekuasaannya, (b) kepemimpinan adalah suatu proses interaksi antara pemimpin dan pengikut, (c) kepemimpinan terjadi pada berbagai tingkat dalam suatu organisasi, dan (d) kepemimpinan memfokuskan pada penyelesaian tujuan bersama.
Dari berbagai definisi pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan pemimpin dalam memengaruhi, memotivasi, mendorong dan memfasilitasi aktivitas segenap sumber daya manusia untuk memberikan komitmen dan kontribusi terbaiknya untuk mencapai tujuan organisasi.

1. 
1.2. 
1.3. 
2.2.1. 
2.2.1.3. 
2.2.1.2. [bookmark: _Toc137158016]Gaya Kepemimpinan
Gaya pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris “Style” yang berarti mode seseorang yang selalu nampak yang menjadi ciri khas orang tersebut. Stoner (1996:165), mengatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pegawai. Menurut Stoner, membagi dua gaya kepemimpinan yaitu: 
1) Gaya yang berorientasi pada tugas mengawasi pegawai secara ketat untuk memastikan tugas dilaksanakan dengan memuaskan. Pelaksanaan tugas lebih ditekankan pada pertumbuhan pegawai atau kepuasan pribadi.
2) Gaya yang berorientasi pada pegawai lebih menekankan pada memotivasi ketimbang mengendalikan bawahan. Gaya ini menjalin hubungan bersahabat, saling percaya, dan saling menghargai dengan pegawai yang sering kali diizinkan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang mempengaruhi mereka. 
Adapun beberapa gaya kepemimpinan dapat dilihat sebagai berikut:
1) Gaya Otokratis, yaitu gaya kepemimpinan otoritarian dapat pula disebut tukang cerita. Pemimpin otokratis biasanya merasa bahwa mereka mengetahui apa yang mereka inginkan dan cenderung mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam bentuk perintah-perintah langsung kepada bawahan.
2) Gaya Demokratik, yaitu gaya kepemimpinan yang dikenal pula sebagai gaya partisipatif. Gaya ini berasumsi bahwa para anggota organisasi yang ambil bagian secara pribadi dalam proses pengambilan keputusan akan lebih memungkinkan sebagai suatu akibat mempunyai komitmen yang jauh lebih besar pada sasaran dan tujuan organisasi. Pendekatan tidak berarti para pemimpin tidak membuat keputusan, tetapi justru harus memahami terlebih dahulu apakah yang menjadi sasaran organisasi sehingga mereka dapat mempergunakan pengetahuan para anggotanya, Haryono Sudriamunawar (2006:24). 
3) Gaya Laissez Faire yaitu gaya kepemimpinan kendali bebas. Pendekatan ini bukan berarti tidak adanya sama sekali pimpinan. Gaya ini berasumsi bahwa suatu tugas disajiakn kepada kelompok yang biasanya menentukan teknik-teknik mereka sendiri guna mencapai tujuan tersebut dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dan kebijakan organisasi.

[bookmark: _Toc137158017]2.2.1.3.  Teori-Teori Kepemimpinan
Teori kepemimpinan merupakan generalisasi dari perilaku pemimpin dan konsep kepemimpinannya dengan menitikberatkan pada latar belakang historis, sebab musabab, munculnya kepemimpinan, sifat-sifat utama kepemimpinan. Hal senada dikemukakan Kartono (2005: 51), bahwa teori kepemimpinan adalah penggeneralisasian satu seni perilaku pemimpin beserta konsep-konsep kepemimpinannya, dengan menampilkan latar belakang historis kemunculan pemimpin dan kepemimpinan. Selanjutnya pendekatan teori kepemimpinan dijelaskan sebagai berikut:
1) Teori Sifat (Traits Theory)
Teori sifat berasumsi bahwa seseorang yang dilahirkan sebagai pimpinan karena memiliki sifat-sifat sebagai pemimpin. Namun pandangan teori sifat ini juga tidak memungkiri bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, teteapi dapat juga dicapai melalui suatu pendidikan dan pengalaman. 
Gary A. Yukl (1994: 10), mengatakan bahwa pendekatan Trait menekankan pada atribut-atribut pribadi dari para pemimpin. Dasar dari pendekatan ini adalah asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah yang dianugerahi dengan beberapa ciri yang tidak dipunyai orang lain. Teori-teori kepemimpinan ini mengatakan bahwa keberhasilan manajerial dipengaruhi oleh dimilikinya kemampuan-kemampuan yang luar biasa seperti misalnya energi yang tidak habis-habisnya, intuisi yang dalam pandangan masa depan yang luar biasa dan kekuasaan persuasif yang tidak tertahankan. 
Teori sifat telah berusaha menggenalisasi sifat-sifat yang dimiliki oleh pemimpin seperti fisik, mental, dan kepribadian. Dengan asumsi bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh kaulitas sifat atau karakteristik tertentu yang dimiliki atau melekat dalam diri pemimpin tersebut, baik berhubungan dengan fisik, mental, psikologi, personalitas, dan intelektualitas. Sifat yang perlu dimiliki oleh pemimpin yang sukses antara lain: taqwa, sehat, cakap, jujur, tegas cerdik, berani intelek, disiplin, manusiawi, bijaksana, energik, percaya diri, berjiwa besar, adil, motivasi tinggi, berwawasan luas, komunikatif, daya nalar, daya tanggap, kreatif, penuh tanggung jawab, dan need achievement. 
2) Teori Perilaku (behavior theory)
Teori perilaku dilandasi oleh pemikiran bahwa kepemimpinan merupakan interaksi antara pemimpin dengan pengikut, dan dalam interaksi pengikutlah yang menganalisis dan memersepsi apakah menerima atau menolak pengaruh dari pemimpinnya.
Pendekatan perilaku menghasilkan dua orientasi perilaku pemimpin yaitu: (1) pemimpin yang berorientasi pada tugas  atau yang mengutamakan penyelesaian tugas, dan (2) perilaku pemimpin yang berorientasi pada orang atau yang mengutamakan hubungan kemanusiaan.
Pemimpin yang berorientasi pada tugas menampilkan gaya kepemimpinan otokratik, sedangkan perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan kemanusiaan menampilkan gaya demokratis.
Gaya kepemimpinan demokratik mendorong bawahan untuk menentukan kebijakan sendiri, memberi pandangan tentang langkah dan hasil yang diperoleh, memberi kebebasan untuk memulai tugas mengembangkan inisiatif, memelihara komunikasi dan interaksi yang luas, menerapkan hubungan suportif. Sedangkan gaya kepemimpinan otokratik mempunyai ciri antara lain: menentukan kebijakan untuk anggota, memberi bawahan, memberi tugas secara instruktif, menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan bawahan, mengendalikan secara ketat pelaksanaan tugas, interaksi dengan anggota terbatas, tidak mengembangkan inisiatif bawahan.  
3) Teori Situasional Kontingensi
Teori situasional dan kotingensi mencoba mengembangkan kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Dalam pandangan ini, hanya pemimpin yang mengetahui situasi dan kebutuhan organisasilah yang dapat menjadi pemimpin yang efektif. 
Teori situasional kontingensi terbagi menjadi: (1) Teori path-goal (jalan tujuan), (2) Teori situasional dari Hersey dan Blsnchard, dan (3) Teori kontingensi dari Fielder. Teori path-goal telah mengarah pada pengembangan dari dua proporsi penting menurut Gibson, pertama perilaku pemimpin efektif sejauh mana bawahan mempersepsikan perilaku tersebut sebagai sumber kepuasan langsung atau sebagai sarana bagi kepuasan di masa mendatang. Kedua, perilaku pemimpin bersifat motivasional sejauh mana memberikan kepuasan dari kebutuhan bawahan yang kontingen pada prestasi efektif dan melengkapi lingkungan bawahan dengan memberikan bimbingan, kejelasan arah, dan penghargaan yang dibutuhkan untuk prestasi efektif. 
4) Teori Kepemimpinan Karismatik
Pada dasarnya karisma berasal dari kata Yunani yang berarti “karunia dari Ilahi” seperti kemampuan untuk melakukan mukjizat atau memprediksi peristiwa di masa mendatang. Menurut Max Weber karisma terjadi bilamana terdapat suatu krisis sosial, yang pada krisis itu seorang pemimpin dengan kemampuan pribadi yang luar biasa tampil dengan sebuah visi yang radikal yang memberi suatu pemecahan terhadap krisis tersebut, dan pemimpin menarik perhatian para pengikut yang percaya pada visi itu dan merasakan bahwa pemimpin tersebut sangat luar biasa. 
Menurut House, seorang pemimpin karismatik mempunyai dampak yang dalam dan terhadap pengikut mereka merasakan bahwa keyakinan-keyakinan pemimpin tersebut adalah benar, mereka menerima pemimpin tersebut tanpa mempertanyakannya lagi, mereka tunduk kepada pemimpin dengan senang hati, mereka merasa sayang terhadap pemimpin tersebut, mereka terlibat secara emosional dalam misi kelompok atau organisasi tersebut, mereka percaya bahwa mereka dapat memberi kontribusi terhadap keberhasilan misi tersebut, dan mereka mempunyai tujuan-tujuan kinerja tinggi. 
Pemimpin karismatik pada umumnya dapat dilihat dari ciri-ciri yang ditampilkan sebagai berikut:
· Memiliki visi, misi, sasaran, tujuan dan program-program kerja yang jelas.
· Selalu konsisten dan fokus terhadap suatu permasalahan, sehingga menyelesaikan masalahnya tanpa masalah.
· Selalu mengkomunikasikan visi dan misi dengan efektif, sehingga pencapaian tujuannya juga efektif dan efisien.
· Mengetahui kelemahan-kelemahan, kekuatan-kekuatan, dan manfaatnya.

1.2.1.4. [bookmark: _Toc137158018]Tipe Kepemimpinan
Siagian (2004: 34-36) membagi tipe kepemimpinan dalam lima tipe yaitu: (1) Tipe otokrasi, (2) Tipe demokratik, (3) Tipe karismatik, (4) Tipe paternalistik, dan (5) Tipe militeristik.
1. Tipe Kepemimpinan Otokrasi
Pemimpin yang bertipe otokrasi, yaitu dalam mengambil keputusan dipusatkan pada pemimpin. Dalam hal ini pemimpin bebas untuk menentukan kebijakan dan menyusun, mendefinisikan atau modifikasi tugas-tugas sesuai dengan keinginannya. Pemimpin yang otokrasi diwarnai perintah-perintah yang ditujukan kepada bawahan. Seorang pemimpin yang otokrasi memerlukan penyesuaian para bawahan, dan mempertimbangkan berbagai keputusan agar yang menjadi paling unggul terhadap bawahan.
Manfaat gaya otokrasi ini yaitu dalam hal pengambilan keputusan yang terpusat pada pemimpin dapat mengambil keputusan dengan cepat. Akan teteapi, bagi pegawai atau bawahan tidak menguntungkan karena keputusan yang diambil biasanya tidak sesuai dengan kondisi sebenernya. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan, ketergantungan pada pimpinan, maupun kepastian terhadap  tujuan organisasi. 
Menurut Siagian (2004: 34), ciri-ciri kepemimpinan otokrasi adalah : (1) Menganggap organisasi sebagi milik pribadi, (2) Mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, (3) Menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, (4) Tidak mau menerima kritikan, saran dan pendapat, (5) Terlalu tergantung kepada kepuasan formalnya, dan  (6) Dalam tindakan penggerakannya sering menggunakan approach yang mengandung unsusr paksaan dan punitif (bersifat menghukum). 
2. Tipe Demokratik
Pemimpin yang bertipe demokratik populer pada era manajemen neo-kalsik, pendekatan yang digunakan yaitu partisipatif agar terwujud kerjasama dalam rangka pencapain tujuan organisasi dengan memberdayakan bawahan dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini tidak membebaskan pimpinan dalam hal tanggung jawab pengambilan keputusan. Tetapi pendekatan ini mengharuskan untuk mengakui kecakapan para bawahan dalam mengajukan usul-usul dan ketegasan yang didasarkan pada latihan dan pengalaman mereka.
Ciri-ciri tipe kepemimpinan demokratik sebagai berikut: (1) Semua keputusan dan kebijakan didasarkan pada hasil prosesi demokrasi, (2) Pemimpin seanng menerima kritikan, saran dan pendapat dari bawahan, (3) Selalu berusaha melakukan kerjasama dengan bawahan, dan (4) Siap berkompetisi dengan bawahannya. 
3. Tipe Kepemimpinan Karismatik
Pemimpin yang bertipe karismatik memiliki beberapa hal yaitu: (1) Kekuatan energi yang sangat luar biasa, (2) Memiliki daya tarik yang tinggi, dan (3) Wibawa yang tinggi. Sehingga ia mempunyai pengikut tanpa dimobilisasi. Bahkan ada yang menyebut pemimpin yang karismatik dianggap mempunyai kekuatan gaib (supranatural power) dan kemampuan-kemampuan yang superhuman, yang diberikan oleh Sang Pencipta.
Wirjana (2006: 16-17), mengatakan bahwa pemimpin karismatik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) Memiliki visi yang amat kuat atau kesadaran tujuan yang jelas, (2) Mengkomunikasikan visi itu dengan efektif, (3) Mendemonstrasikan konsistensi dan fokus, dan (4) Mengetahui kekuatan-kekuatan sendiri dan memanfaatkannya.
Conger (1997:25), menyatakan bahwa pemimpin karismatik menurut kejujurannya adalah agen perubahan. Mereka melihat kekurangan dalam situasi apa saja. Menurut Conger kepemimpinan karismatik terdapat dua jenis yaitu: (1) Perhatiannya selalu tertuju ke masa depan, dan (2) Memiliki banyak tuntutan yang memotivasi, mendesak dan mengintimidasi bawahan untuk bertindak. Secara rinci Conger menyebut profil pemimpin karismatik, adalah: memiliki rasa ketidakpuasan dengan status quo adalah energi yang tidak pernah diam dalam dirinya, selalu gelisah. Pemimpin seperti itu tampaknya selamanya merasa tidak puas dan selalu mencari kesempatan baru. Mereka juga tidak sabar, mereka ingin segala hal berubah di hari itu juga, implusif mengani perubahan. Dia selalu mencari kesempatan baru dan bahkan cara baru untuk melakukan banyak hal. Dia terus menerus mencari tantangan yang lebih besar. Sebagai akibatnya, banyak hal yang menjadi lebih cepat. Ketidaksabarannya dijabarkan menjadi tindakan. 
4. Tipe Kepemimpinan Paternalistik
Pemimpin yang bertipe paternalistik pada umumnya terdapat pada masyarakat yang masih tradisional dan agraris, pemimpin yang bertipe paternalistik dapat dilihat dari: (1) Hubungan keluarga dan atau ikatan primordial, (2) Adat istiadat yang sangat besar pengaruhnya terhadap berperilaku, dan (3) Hubungan pribadi yang masih menonjol.
Ciri utama masyarakat tradisional yaitu rasa hormat yang tinggi kepada orang tua atau seseorang yang dituakan. Orang tua atau orang yang dituakan dihormati karena perilakunya dapat dijadikan teladan atau panutan oleh orang lain.
5. Tipe Kepemimpinan Militeristik
Pemimpin yang bertipe militeristik, yaitu pemimpin yang senang dengan formalitas. Mereka sering menuntut kedisiplinan yang tinggi dari bawahannya untuk mencapai tujuan. Pemimpin seperti ini terkadang tidak suka menerima kritikan dan menyukai upacara-upacara simbolis. Ciri kepemimpinan militeristik yaitu: (1) Dalam menggerakan bawahannya sistem pemerintah yang sering dipergunakan, (2) Dalam menggerakan bawahannya senang bergantung pada pangkat dan jabatan, (3) Senang pada formalitas yang berlebih-lebihan, dan (4) Menuntut disiplin dan kaku pada bawahannya.

2.2.1.5. [bookmark: _Toc137158019]Peran Kepemimpinan
Peran berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Dalam lingkungan kerja, peran diartikan sebagai seorang yang diberi (mendapatkan) suatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, ada istilah role expectation, yaitu harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan dari yang memberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan atau posisi tersebut.
Nanus (2001 : 95), mengilustrasikan bahwa ada empat peran penting bagi kepemimpinan efektif yaitu:
1) Penentu arah, pemimpin harus mampu melakukan seleksi dan menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal masa depan yang menjadi tujuan pengarahan seluruh sumber daya organisasi dalam mencapai visi, pemimpin yang dapat berperan sebagai penentu arah adalah pemimpin visioner.
2) Agen perubahan, pemimpin harus mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan global dan membuat prediksi tentang implikasinya terhadap organisasi, mampu membuat skala prioritas bagi perubahan yang diisyaratkan visinya, serta mampu mempromosikan eksperimentasi dengan partisipasi orang-orang untuk menghasilkan perubahan yang digunakan.
3) Juru bicara, pemimpin harus mampu menjadi negosiator dan pembentuk jaringan hubungan eksternal, menyusun visi dan mengkomunikasikannya melakukan pemberdayaan serta melakukan perubahan. Pada kegiatan organisasi pastinya tak luput dari aktivitas komunikasi yang terjaring didalamnya. Kegiatan komunikasi sangat berperan penting untuk menunjang kinerja pejabat serta karyawan (Andriany, 2021: 122).
4) Pelatih, pemimpin harus memberitahu orang lain tentang realita saat ini, apa visinya atau kemana tujuan, bagaimana merealisasikannya. Selalu memberi semangat untuk maju dan menuntun bagaimana mengaktualisasikan potensi mencapai visi.
Kemudian menurut Siagian (2001 : 66),  kepemimpinan dalam organisasi memiliki empat peran yaitu:
1) Peran yang bersifat interpersonal, yaitu seorang pemimpin yang dalam perusahaan atau organisasi merupakan simbol akan keberadaan organisasi itu sendiri, seorang pemimpin bertanggungjawab untuk memotivasi dan memberikan arahan kepada pegawai atau bawahannya, serta seorang pemimpin yang memiliki peran sebagai penghubung.
2) Peran yang bersifat informasional, yaitu seorang pemimpin yang memiliki peran sebagai pemberi, penerima, dan penganalisa informasi. Informasi merupakan jantung kualitas sebuah organisasi atau perusahaan. Penyampaian informasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga informasi benar-benar sampai kepada komunikan yang dituju dan memberikan manfaat yang diharapkan.
3) Peran pengambilan keputusan, yaitu pemimpin memiliki peran sebagai penentu kebijakan yang akan diambil berupa strategi-strategi bisnis yang mampu untuk mengembangkan inovasi, mengambil peluang atau kesempatan dan bernegosiasi serta menjalankan usaha dengan konsisten.
4) Peran pengawasan, yaitu suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi pegawainya.

2.2.2. [bookmark: _Toc137158020] Pelayanan Publik
2.2.2.1. [bookmark: _Toc137158021]Pengertian Pelayanan Publik
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, (1) perihal atau cara melayani; (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang); dan (3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Menurut Lovelock (1992: 52) “service” adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami. Artinya, servise merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan. Lovelock (1992: 52), mengemukakan lima prinsip yang harus diperhatikan bagi penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu meliputi:
1. Tangible (Tampilan Fisik) seperti kemampuan fisik, peralatan, personil, dan komunitas material.
2. Realiable (Handal), kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan dapat tepat dan memiliki ketetapan.
3. Responsiveness (Responsif), memiliki rasa tanggung jawab terhadap mutu pelayanan.
4. Assurance (Jaminan), memiliki pengetahuan, perilaku, dan kemampuan pegawai.
5. Empaty (Empati), yaitu perhatian perorangan pada pelanggan dan memahami keinginan pelanggan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah:
segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelayanan publik atau pelayanan umum menurut Moenir (2006: 26-27), adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998: 15) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari beberapa pengertian pelayanan publik yang telah diuraikan di atas, dalam konteks pemerintah daerah pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik menurut Bab I Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 25/2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dengan demikian, pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

2.2.2.2. [bookmark: _Toc137158022]Klasifikasi Pelayanan Publik 
Pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Mahmudi (2005: 205-210) menjelaskan sebagai berikut:
1. Pelayanan Kebutuhan Dasar
Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah meliputi kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok masyarakat.
a. Kesehatan 
Kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau dan berkualitas. 
b. Pendidikan Dasar
Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam kehidupan masyarakat. Pelayanan pendidikan masyarakat yang paling elementer adalah pendidikan dasar. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dikatakan “jika ingin mengetahui bangsa ini tiga puluh atau lima puluh tahun yang akan datang, maka lihatlah anak-anak Sekolah Dasar kita sekarang”. Pada pemerintahan kita pendidikan dasar diterjemahkan dalam program wajib belajar sembilan tahun. Pendidikan dasar tersebut pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya. Pemerintah hendaknya menjamin bahwa semua anak dapat bersekolah. 
c. Bahan Kebutuhan Pokok
Dalam hal penyediaan bahan kebutuhan pokok, pemerintah perlu menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga ketersediannya di pasar maupun di gudang dalam bentuk cadangan/persediaan. Pemerintah perlu menjamin bahwa cadangan persediaan di gudang pemerintah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai jangka waktu tertentu.
2. Pelayanan Umum
Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah terbagi dalam tiga keolompok yaitu:
a. Pelayanan Administratif
Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, misalnya: pembuatan KTP, Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Paspor, dan lain sebagainya. 


b. Pelayanan Barang
Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya: jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, dan penyediaan air bersih.
c. Pelayanan Jasa
Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya: pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan kesehatan, jasa pos, penyelenggaraan transportasi, dan lain sebagainya. 

2.2.2.3. [bookmark: _Toc137158023]Asas-Asas Pelayanan Publik
Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63/2003 sebagai berikut:
1. Transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional, yaitun sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, golongsn dan status ekonomi.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Sedangkan menurut Pasal 4 Undang-Undang No.25/2009, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:
1. Kepentingan umum
2. Kepastian hukum
3. Kesamaan hak
4. Keseimbangan hak dan kewajiban
5. Keprofesionalan
6. Partisipatif
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
8. Keterbukaan
9. Akuntabilitas
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 
11. Ketepatan waktu
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

2.2.2.4. [bookmark: _Toc137158024]Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
Sepuluh prinsip pelayanan umum diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut adalah:
1. Kesederhanaan; prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan; persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, dan rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian waktu; pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi; produk pelayanan publik diterima dengan benar, teapt dan sah.
5. Keamanan; proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggungjawab; pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi dan informatika.
8. Kemudahan akses; tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi, telekomunikasi, dan informatika.
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. Kenyamanan; lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lainnya.

2.2.2.5. [bookmark: _Toc137158025]Standar Pelayanan Publik
Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan. Standar pelayanan publik menurut Keputusan Menteri PAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, sekurang-kurangnya meliputi: 
1. Prosedur pelayanan
2. Waktu penyelesaian
3. Biaya pelayanan
4. Produk pelayanan
5. Sarana dan prasarana
6. Kompetensi petugas pelayanan.
Selanjutnya, untuk melengkapi standar pelayanan publik di atas, ditambahkan materi muatan yang dikutip dari rancangan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, sehingga susunannya sebagai berikut:
1. Dasar hukum
2. Persyaratan
3. Prosedur pelayanan
4. Waktu penyelesaian
5. Biaya pelayanan
6. Produk pelayanan
7. Saraan dan prasarana
8. Kompetensi petugas pelayanan
9. Pengawasan intern
10. Pengawasan extern
11. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
12. Jaminan pelayanan.

2.2.2.6. [bookmark: _Toc137158026]Pelayanan Publik di Puskesmas Kersana Kabupaten Brebes
Terlepas dari ststusnya sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, Puskesmas Kersana Kabupaten Brebes memiliki fasilitas dan menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Puskesmas Kersana tentang jenis pelayanan yang disediakan Puskesmas Kersana Kabupaten Brebes, sebagai berikut: 
1. Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan
Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) merupakan suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perorangan. Berikut adalah kegiatan UKP di Puskesmas Kersana Kabupaten Brebes:
a. Pelayanan pemeriksaan umum
b. Pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut
c. Pelayanan KIA-KB 
d. Pelayanan gawat darurat
e. Pelayanan gizi yang bersifat UKP
f. Pelayanan persalinan
g. Pelayanan rawat inap
h. Pelayanan kefarmasian
i. Pelayanan laboratorium
2. Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Pelayanan kesehatan masyarakat adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian internal dari pelayanan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan berbentuk pelayanan bio, spiko spiritual yang komprehensif yang ditujukan pada individu dan masyarakat. Terdapat dua pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di Puskesmas Kersana Kabupaten Brebes, yaitu:
a. UKM Esensial
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) esensial adalah upaya kesehatan yang wajib atau harus dilaksanakan oleh suatu puskesmas demi mencapai standar pelayanan minimal Kabupaten/Kota bidang kesehatan. Berikut adalah pelayanan yang terdapat di UKM Esensial:
· Pelayanan promosi kesehatan
· Pelayanan kesehatan lingkungan
· Pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk Keluarga Berencana (KB)
· Pelayanan gizi
· Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
· Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
b. UKM Pengembangan
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) pengembangan adalah upaya kesehatan yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya manusia yang tersedia di masing-masing puskesmas. Program UKM yang ada di Puskesmas Kersana Kabupaten Brebes yaitu:
· Usaha kesehatan gigi masyarakat
· Usaha kesehatan sekolah.

2.3 [bookmark: _Toc137158027]Kerangka Pemikiran
Menurut Sugiyono (2018: 60) kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam penelitian yang berjudul “ Gaya Kepemimpinan Kepala Puskesmas Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan di Puskesmas Kersana Kabupaten Brebes”, peneliti menggunakan dua teori diantaranya teori gaya kepemimpinan dari Stoner (1996: 165) yang memiliki dua indikator yaitu gaya yang berorientasi pada tugas dan gaya yang berorientasi pada pegawai. Kemudian teori pelayanan publik dari Lovelock (1992 :52) yang memiliki 5 indikator untuk mengukur kualitas pelayanan publik yaitu: tangible (tampilan fisik), realiable (handal), responsiveness (responsif), assurance (jaminan), dan empaty (empati).  Kedua teori tersebut peneliti gunakan sebagai pisau analisis untuk penelitian ini. 
Adanya pelayanan yang belum optimal menuntut para aktor seperti Kepala Puskesmas untuk segera berbenah memperbaiki hal tersebut. Pemimpin organisasi wajib menjadi aktor utama dalam meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan yang baik diperoleh atas dukungan dari gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan pegawainya. Melalui gaya kepemimpinan tersebut maka seorang pemimpin dapat membantu meningkatkan kinerja pegawainya sehingga menghasilkan output yang baik dalam melayani masyarakat.
Untuk mempermudah memahami alur berpikir peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut: 


INPUT

Gaya Kepemimpinan Kepala Puskesmas Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan di Puskesmas Kersana Kabupaten Brebes




PROSES

Gaya Kepemimpinan Menurut Stoner (1996: 165): 
1. Gaya yang berorientasi pada tugas
2. Gaya yang berorientasi pada pegawai
Pelayanan Publik Menurut Lovelock (1992: 52):
1. Tangible (tampilan fisik)
2. Realiable (handal)
3. Responsivenes (responsif)
4. Assurance (jaminan)
5. Empaty (empati)






OUTPUT

FEEDBACK


Gaya Kepemimpinan Kepala Puskesmas Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan di Puskesmas sudah optimal
Gaya Kepemimpinan Kepala Puskesmas Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan di Puskesmas belum optimal





OUTCOME

Meningkatknya Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat
Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat






Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2



